
a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang 
harus diwujudkan dengan berbagai upaya kesehatan, 
salah satunya dengan menerapkan Pelayanan Kesehatan 
Gratis; 

b. bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi 
peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan 
produktivitas, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar perlu menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan berkualitas sesuai standar yang diberikan 
secara gratis; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pelayanan Kesehatan Gratis yang Bersumber pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

BUPATI KARANGANYAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURANBUPATIKARANGANYAR 
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TENTANG 
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
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PROVINSI JAWA TENGAH 

SALIN AN 

Mengingat 
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BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR 107 TAHUN 2022 

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN GRATIS YANG BERSUMBER PADA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR,

M enim bang : a. bahw a k eseh a tan  m eru p ak an  h ak  a sas i m an u s ia  yang

h a ru s  d iw ujudkan  dengan berbagai up ay a  k eseh a tan , 

sa lah  sa tu n y a  dengan  m enerapkan  Pelayanan K esehatan  

Gratis;

b. bahw a k eseh a tan  m eru p ak an  investasi m asa  depan  bagi 

pen ingkatan  S um ber Daya M anusia  (SDM) dan  

produktiv itas, oleh k a ren a  itu  Pem erintah K abupaten  

K aranganyar perlu  m enyelenggarakan pelayanan  

k eseh a tan  be rk u a lita s  sesua i s ta n d a r  yang d iberikan  

secara  gratis;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  

dalam  h u ru f  a  d an  b, perlu  m ene tapkan  P e ra tu ran  B upati 

ten tan g  Pelayanan K esehatan  G ratis yang B ersum ber pada  

A nggaran P endapatan  d an  B elanja D aerah;

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  1950 ten tan g

Pem bentukan  D aerah-D aerah  K abupaten  dalam  

Lingkungan Provinsi Ja w a  Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia  T ahun  1950 Nomor 42);

2. U ndang-U ndang  Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g

P em erin tahan  D aerah  (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaim ana



Kesehatan. 

5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas yang tugas 

dan tanggung jawabnya di bidang Kesehatan. 

6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya 

disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan 

pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non 

spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, 

perawatan, pengobatan, dan/ atau pelayanan kesehatan 

lainnya. 

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan 

upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di 
wilayah kerjanya. 

Perangkat Daerah yang 

pemerintahan bidang 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang mermmpm 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

4. Dinas Kesehatan adalah 

menyelenggarakan urusan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 

GRATIS YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH. 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

Menetapkan M enetapkan

telah  d iu b ah  beberapa  kali te rak h ir dengan  U ndang- 

U ndang Nomor 11 T ahun  2020 ten tan g  C ipta Kerja 

(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 Nomor 

245, T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

GRATIS YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH,

BABI

KETENTUAN UMUM

Bagian K esatu  

Pengertian

Pasal 1

D alam  P era tu ran  B upati ini yang  d im aksud  dengan :

1. D aerah  ad a lah  K abupaten  K aranganyar,

2. B upati ad a lah  B upati K aranganyar.

3. Pem erin tah  D aerah  ad a lah  B upati sebagai u n su r  

penyelenggara p em erin tah an  D aerah yang m em im pin 

p e lak san aan  u ru s a n  pem erin tah an  yang  m enjadi 

kew enangan D aerah  otonom .

4. D inas K esehatan  ad a lah  Perangkat D aerah  yang 

m enyelenggarakan u ru s a n  pem erin tahan  bidang 

K esehatan.

5. Kepala D inas K esehatan  ad a lah  Kepala D inas yang tu g as 

dan  tanggung  jaw abnya  di b idang K esehatan.

6. Fasilitas K esehatan  T ingkat P ertam a yang  se lan ju tnya  

d isingkat FKTP ad a lah  fasilitas k e seh a tan  yang m elakukan  

pelayanan  k eseh a tan  perorangan yang bersifat non 

spesialistik  u n tu k  keperluan  observasi, diagnosis, 

peraw atan , pengobatan , d a n /a ta u  pelayanan  k eseh a tan  

lainnya.

7. P u sa t K esehatan  M asyarakat yang se lan ju tnya  d isebu t 

P uskesm as ad a lah  fasilitas pe layanan  K esehatan  yang  

m enyelenggarakan u p ay a  K esehatan  m asy arak a t d an  

upaya K esehatan  perseo rangan  tingkat pertam a, dengan  

lebih m en g u tam ak an  up ay a  prom otif d an  preventif di 

w ilayah kerjanya.



terlindungi oleh JKN; 
b. terlaksananya pelayanan Kesehatan yang terkendali baik 

dari segi biaya dan mutunya; 
c. terlaksananya monitoring dan evaluasi program Pelayanan 

Kesehatan Gratis di Daerah; dan 
d. memberikan pelayanan Kesehatan yang bermutu dan 

berkualitas sesuai standar pelayanan Kesehatan yang 
menjangkau seluruh lapisan Penduduk, secara adil dan 
merata. 

pelayanan 
yang tidak 

pengobatan atas 
Penduduk Daerah 

a. membebaskan biaya 
Kesehatan terhadap 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis mempunyai 
maksud dan tujuan, sebagai beriku t: 

secara gratis. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
Daerah. 

12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat 
JKN adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar 
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan 
perlindungan dalarn memenuhi kebutuhan dasar 
Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah 
membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan 
Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah. 

Kesehatan Gratis adalah penyelenggaraan 
rawat jalan bagi Penduduk yang tidak 
oleh program asuransi Kesehatan lainnya 

10. Pelayanan 
pelayanan 
terlindungi 

8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat 

tinggal di Daerah. 

9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 
mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan 
setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 
ekonomis. 

8. P enduduk  ad a lah  W arga Negara Indonesia  yang bertem pat 

tinggal di D aerah.

9, K esehatan  ad a lah  k ead aan  seha t, ba ik  secara  fisik, 

m ental, sp iritua l m au p u n  sosial yang m em ungkinkan  

setiap  orang  u n tu k  h idup  p roduk tif secara  sosial dan  

ekonom is.

10. Pelayanan K esehatan  G ratis ada lah  penyelenggaraan 

pelayanan  raw at ja la n  bagi P enduduk  yang  tidak  

terlindungi oleh program  a su ra n s i K esehatan  lainnya 

secara  gratis.

11. Anggaran P en d ap atan  d an  B elanja D aerah yang 

se lan ju tnya  d isingkat APBD ad a lah  ren can a  keuangan  

ta h u n a n  D aerah  yang d ite tapkan  dengan  p e ra tu ran  

D aerah.

12. J a m in a n  K esehatan  Nasional yang se lan ju tn y a  d isingkat 

JKN ad a lah  jam in an  berupa  perlindungan  K esehatan  agar 

peserta  m em peroleh m an faa t pem eliharaan  K esehatan  dan  

perlindungan  dalam  m em enuhi k e b u tu h a n  d a sa r  

K esehatan  yang d iberikan  kepada  setiap  orang yang te lah  

m em bayar iu ra n  Ja m in a n  K esehatan  a ta u  iu ran  Ja m in a n  

K esehatannya d ibayar oleh Pem erin tah  P u sa t a ta u  

Pem erintah D aerah.

Bagian K edua 

M aksud dan  T ujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan K esehatan  G ratis m em punyai

m aksud  d an  tu ju a n , sebagai berikut:

a. m em bebaskan  biaya pengobatan  a ta s  pelayanan  

K esehatan  te rh ad ap  P enduduk  D aerah  yang tidak  

terlindungi oleh JKN;

b. te rlak san an y a  pe layanan  K esehatan  yang  terkendali baik  

dari segi b iaya d an  m utunya;

c. te rlak san an y a  m onitoring d a n  evaluasi program  Pelayanan 

K esehatan  G ratis di D aerah; d an

d. m em berikan  pelayanan  K esehatan  yang b e rm u tu  dan  

berkua litas sesu a i s ta n d a r  pe layanan  K esehatan  yang 

m enjangkau se lu ru h  lap isan  P enduduk , secara  adil dan  

m erata .



Pasal 4 
(1) Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Gratis yang 

ditanggung merupakan pelayanan rawat jalan di 
Puskesmas dan jaringannya mulai tanggal 1 Januari 2023 
sampai dengan 10 Desember 2023. 

(2) Rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri 
dari: 
a. rawat jalan tanpa tindakan dan a tau penunjang; 
b. rawat jalan darurat medis; dan 
c. Usaha Kesehatan Sekolah tanpa tindakan dan atau 

penunjang. 

Bagian Keempat 
Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan Gratis 

(3) Bagi Peserta yang masuk dalam kriteria ayat ( 1) huruf c, 
Puskesmas wajib melakukan edukasi kepada peserta 
untuk periksa di FKTP yang sesuai dengan kepesertaan 
JKN atau pindah kepesertaan Puskesmas. 

sama. 

Pasal 3 

(1) Sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis, sebagai berikut: 
a. Penduduk dengan Kartu Tanda Pengenal (KTP)/Kartu 

Keluarga (KK)/KTP Sementara/Kartu Identitas Anak 
(KIA) wilayah Daerah; 

b. Penduduk Daerah yang tidak terlindungi oleh JKN 
yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Bupati ini; dan 

c. penduduk Daerah peserta JKN yang berada di luar 
FKTP tempat peserta terdaftar sesuai ketentuan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
yaitu peserta yang mengakses pelayanan rawat jalan 
tingkat pertama pada FKTP lain kunjungan ke-4 (empat) 
dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan di FKTP yang 

Bagian Ketiga 

Sa saran 

Bagian Ketiga 

S asa ran

Pasal 3

S a sa ran  Pelayanan K esehatan  G ratis, sebagai berikut:

a. P end u d u k  dengan  K artu T anda Pengenal (KTP)/Kartu 

K eluarga (KK)/KTP S e m en ta ra /K artu  Iden titas Anak 

(KIA) w ilayah D aerah;

b. P enduduk  D aerah  yang tidak  terlindungi oleh JKN 

yang  m em enuhi sy ara t sebagaim ana  d ia tu r  dalam  

P era tu ran  B upati ini; d an

c. p e n d u d u k  D aerah  p eserta  JKN yang berada  di lu a r 

FKTP tem p a t p ese rta  te rdafta r se su a i k e ten tu an .

K eten tuan  sebagaim ana  d im aksud  p a d a  ayat (1) h u ru f  c 

ya itu  peserta  yang  m engakses pelayanan  raw at ja la n  

tingkat p e rtam a pada  FKTP lain k u n ju n g an  ke-4 (empat) 

dalam  w aktu  paling lam a 1 (satu) b u lan  di FKTP yang 

sam a.

Bagi Peserta  yang  m asu k  dalam  k riteria  ayat (1) h u ru f  c. 

P uskesm as w ajib m elakukan  ed u k asi kepada  peserta  

u n tu k  perik sa  di FKTP yang  se su a i dengan  kepesertaan  

JKN a ta u  p in d ah  kep esertaan  Puskesm as.

Bagian Keem pat

R uang Lingkup Pelayanan K esehatan  G ratis

Pasal 4

R uang lingkup Pelayanan K esehatan  G ratis yang 

d itanggung m eru p ak an  pelayanan  raw at ja la n  di 

P uskesm as d an  ja rin g an n y a  m ulai tanggal 1 J a n u a r i  2023 

sam pai dengan  10 D esem ber 2023.

Rawat ja la n  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  aya t (1) terdiri 

dari:

a. raw at ja la n  ta n p a  tin d a k a n  d an  a ta u  penunjang;

b. raw at ja la n  d a ru ra t m edis; d an

c. U saha  K esehatan  Sekolah ta n p a  tin d ak an  dan  a tau  

penun jang .



Pasal 6 
(1) Syarat mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis adalah 

menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi identitas diri 
berupa kartu tanda Penduduk (KTP)/kartu keluarga (KK)/ 
Kartu Tanda Penduduk (KTP)sementara/ kartu identitas 
anak (KIA). 

BAB III 

SYARAT PELAYANAN KESEHATAN GRATIS 

Pasal 5 
Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dialokasikan pada APBD dan dianggarkan dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Dinas Kesehatan. 

BAB II 

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS 

(3) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni 

jaringan pelayanan puskesmas yang terdiri dari: 

a. Puskesmas pembantu; 

b. Puskesmas keliling; dan 

c. praktik Bidan desa. 

(4) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf a yakni Puskesmas yang memberikan pelayanan 

Kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah 

kerja Puskesmas. 

(5) Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf b yakni pelayanan Kesehatan yang sifatnya 

bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan 
mutu pelayanan bagi Penduduk di wilayah kerja 
Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam 
gedung Puskesmas. 

(6) Praktik Bidan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf c yakni praktik bidan yang memiliki surat izin 
praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas, dan bertempat tinggal 
serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan 
praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu 
desa/kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang 
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Ja rin g an  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) yakni 

ja rin g an  pelayanan  p u sk esm as yang  terdiri dari;

a. P uskesm as pem ban tu ;

b. P uskesm as keliling; d an

c. p rak tik  B idan desa.

(4) P uskesm as P em ban tu  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat 

(4) h u ru f  a  yakn i P uskesm as yang  m em berikan  pelayanan  

K esehatan  secara  perm anen  di su a tu  lokasi dalam  wilayah 

keija  P uskesm as.

(5) P uskesm as Keliling sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (4) 

h u ru f  b yakn i pe layanan  K esehatan  yang sifatnya 

bergerak (mobile), u n tu k  m en ingkatkan  ja n g k a u a n  d an  

m u tu  pelayanan  bagi P enduduk  di w ilayah kerja  

P uskesm as yang  belum  te rjangkau  oleh pelayanan  dalam  

gedung Puskesm as.

(6) P raktik  B idan D esa sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (4) 

h u ru f  c yakn i p rak tik  b idan  yang  memiliki s u ra t  izin 

p rak tik  B idan (SIPB) di P uskesm as, dan  bertem pat tinggal 

se rta  m en d ap a tk an  p en u g asan  u n tu k  m elaksanakan  

p rak tik  keb idanan  dari Pem erin tah  D aerah  pad a  sa tu  

d e sa /k e lu ra h a n  dalam  w ilayah kerja  P uskesm as yang  

b e rsan g k u tan  sesu a i dengan  k e ten tu an  p e ra tu ran  

p e ru n d ang -undangan .

BAB II

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS 

Pasal 5

Pelayanan K esehatan  G ratis sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 4 d ialokasikan  p ad a  APBD d an  d ianggarkan  dalam  

D okum en P elaksanaan  A nggaran (DPA)Dinas K esehatan.

BAB III

SYARAT PELAYANAN KESEHATAN GRATIS 

Pasal 6

(1) S yarat m en d ap a tk an  Pelayanan K esehatan  G ratis ad a lah  

m enyerahkan  1 (satu) lem bar fotokopi iden titas diri 

be rupa  k a rtu  ta n d a  P enduduk  (K TP)/kartu keluarga  (KK)/ 

K artu T anda P en d u d u k  (KTP) se m e n ta ra / k a rtu  iden titas 

a n ak  (KIA).



Pasal 7 
(1) Prosedur pembayaran klaim atas Pelayanan Kesehatan 

Gratis, sebagai berikut: 
a. Puskesmas mengajukan permintaan pembayaran atas 

Pelayanan Kesehatan Gratis kepada Kepala Dinas 
Kesehatan melalui bidang pelayanan Kesehatan paling 
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, 
dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan; 

b. syarat yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a sebagai berikut: 
1. surat permohonan klaim pasien; 
2. rekapitulasi pasien; 
3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan 
4. kuitansi penerima Puskesmas ditandatangani oleh 

bendahara penerima mengetahui kepala 
Puskesmas dan pejabat pen.gelola kegiatan. 

c. berkas pembayaran yang belum lengkap 
persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan 
pembayaran diterima oleh bidang pelayanan 
Kesehatan; 

d. Puskesmas paling lama 5 (lima) hari kerja mengajukan 
kembali permohonan pembayaran yang belum lengkap 
persyaratannya sebagaimana dimaksud pada huruf c 
kepada kepala dinas Kesehatan melalui bidang 
pelayanan Kesehatan; 

e. pengajuan berkas pembayaran melebihi waktu 
sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diajukan 
paling lama 2 (dua)bulan berikutnya dan apabila 
melebihi batas yang ditentukan dinyatakan 
kedaluwarsa; 

BAB IV 

PROSEDUR PERMINTAAN PEMBAYARAN, VERIFIKASI DAN 

PENYALURAN DANA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS 

(2) Penduduk yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1), tidak mendapat Pelayanan 

Kesehatan Gratis dan akan dipungut biaya sesuai 
peraturan yang berlaku. 

(2) P enduduk  yang  tidak  m em enuhi p e rsy ara tan  sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1), tid ak  m en d ap a t Pelayanan 

K esehatan  G ratis d an  ak an  d ip u n g u t biaya sesua i 

p e ra tu ran  yang berlaku.

BAB IV

PROSEDUR PERMINTAAN PEMBAYARAN, VERIFIKASI DAN 

PENYALURAN DANA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 7

(1) P rosedur pem bayaran  klaim  a ta s  Pelayanan K esehatan 

G ratis, sebagai berikut:

a. P u skesm as m engajukan  p e rm in taan  pem bayaran  a ta s  

Pelayanan K esehatan  G ratis kepada  Kepala D inas 

K esehatan  m elalui b idang pe layanan  K esehatan  paling 

lam bat p a d a  tanggal 10 (sepuluh) b u lan  beriku tnya, 

dengan  m elam pirkan  sy a ra t-sy a ra t yang  d iperlukan;

b. sy a ra t yang  d iperlukan  sebagaim ana  d im aksud  pad a  

h u ru f  a  sebagai berikut:

1. s u ra t  perm ohonan  klaim  pasien;

2. rekap itu lasi pasien;

3. su ra t p e rn y a taan  tanggung  jaw ab  m utlak; dan

4. k u itan s i penerim a P uskesm as d itan d a tan g an i oleh 

b e n d a h a ra  penerim a m engetahu i kepala  

P uskesm as d an  pe jabat pengelola kegiatan.

c. be rkas pem bayaran  yang  belum  lengkap 

p e rsy ara tan n y a  a k an  d ikem balikan  ke P uskesm as 

paling lam a 10 (sepuluh) h a ri ke ija  se telah  perm in taan  

pem bayaran  d iterim a oleh bidang pelayanan  

K esehatan;

d. P uskesm as paling lam a 5 (lima) hari kerja  m engajukan  

kem bali perm ohonan  pem bayaran  yang  belum  lengkap 

p e rsy ara tan n y a  sebagaim ana  d im aksud  pad a  h u ru f  c 

kepada  kepala  d in as  K esehatan  m elalui bidang 

pelayanan  K esehatan;

e. pengajuan  b e rk as  pem bayaran  m elebihi w aktu  

sebagaim ana  d im aksud  p ad a  h u ru f  c, d ap a t d ia jukan  

paling lam a 2 (dua) b u lan  beriku tnya  d an  apabila  

m elebihi b a ta s  yang d iten tu k an  d inyatakan  

kedaluw arsa;



Pasal 11 

( 1) Puskesmas melakukan pencatatan hasil kegiatan 
Pelayanan Kesehatan Gratis dilengkapi dengan fotokopi 
identitas pasien. 

(2) Puskesmas melaporkan pencatatan hasil kegiatan 
Pelayanan Kesehatan Gratis kepada Kepala Dinas 
Kesehatan paling sedikit sekali dalam setahun. 

BABV 

PELAPORAN 

Pasal 10 
Puskesmas mempertanggungjawabkan penerimaan 
pembayaran belanja jasa pelayanan Kesehatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 

( 1) Pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan Gratis di 
Puskesmas dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan 
keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan membayar 
biaya Pelayanan Kesehatan Gratis berdasarkan hasil 
verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

Pasal 8 
Bidang pelayanan Kesehatan melakukan verifikasi 
pembayaran dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut Kepala 
Dinas Kesehatan menyetujui pembayaran. 

f. kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada huruf e, 
diberlakukan pada pengajuan berkas pembayaran 
pelayanan bulan Januari - Oktober 2023; dan 

g. pengajuan berkas pembayaran pelayanan bulan 
November - Desember 2023 paling lambat tanggal 15 

Desember 2023. 
(2) Format surat permohonan klaim pasien, rekapitulasi pasien, 

surat pemyataan tanggung jawab mutlak, dan kuitansi 
penerima Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
lill. 

f. k edaluw arsa  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  h u ru f  e, 

d iberlakukan  pad a  pengajuan  berkas pem bayaran  

pelayanan  b u lan  J a n u a r i  -  O ktober 2023; dan

g. pengajuan  berkas pem bayaran  pelayanan  bu lan  

November -  D esem ber 2023 paling lam bat tanggal 15 

D esem ber 2023.

(2) Form at su ra t  perm ohonan  klaim  pasien , rekap itu lasi pasien , 

su ra t p e rn y a taan  tanggung  jaw ab  m utlak , d an  k u itan si 

penerim a P uskesm as sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) 

h u ru f  b  sebagaim ana  te rcan tu m  dalam  Lam piran yang 

m eru p ak an  bagian  tidak  te rp isah k an  dari P e ra tu ran  B upati 

ini.

Pasal 8

Bidang pe layanan  K esehatan  m elakukan  verifikasi 

pem bayaran  d an  b e rd asa rk an  hasil verifikasi te rseb u t Kepala 

D inas K esehatan  m enyetu ju i pem bayaran .

Pasal 9

(1) Pem bayaran b iaya Pelayanan K esehatan  G ratis di 

P uskesm as d ilak san ak an  m elalui m ekanism e pengelolaan 

keu an g an  D aerah  se su a i dengan  k e te n tu an  p e ra tu ra n  

p e ru n d ang -undangan .

(2) B endahara  pengeluaran  pad a  D inas K esehatan  m em bayar 

biaya Pelayanan K esehatan  G ratis b e rd asa rk an  hasil 

verifikasi sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 8.

Pasal 10

P uskesm as m em pertanggungjaw abkan  penerim aan  

pem bayaran  belan ja  ja s a  pelayanan  K esehatan  sesua i dengan 

k e ten tu an  p e ra tu ra n  p e ru n d ang -undangan .

BAB V 

PELAPORAN

Pasal 11

(1) P uskesm as m elakukan  p e n ca ta tan  hasil kegiatan  

Pelayanan K esehatan  G ratis dilengkapi dengan fotokopi 

iden titas pasien.

(2) P uskesm as m elaporkan  p e n ca ta tan  hasil keg iatan  

Pelayanan K esehatan G ratis kepada  Kepala D inas 

K esehatan  paling sedikit sekali da lam  se tah u n .



Salinan sesuai dengan aslinya 
~i;tai!KTARIAT DAERAH 

SUTARNO 
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 107 

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 26 Desember 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

ttd 

JULIYATMONO 

ttd 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 26 Desember 2022 
BUPATIKARANGANYAR, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Pasal 13 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2023. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 
(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Pelayanan Kesehatan Gratis. 
(2) Bupati dalam melakukan pengawasan teknis atas 

pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis, dibantu oleh 
Inspektorat Daerah. 

BAB VI 

PENGAWASAN 

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 12

(1) B upati m elakukan  pengaw asan  te rh ad ap  p e lak san aan  

Pelayanan K esehatan  G ratis.

(2) B upati dalam  m elakukan  pengaw asan  tekn is a ta s  

p e lak san aan  Pelayanan K esehatan  G ratis, d ib an tu  oleh 

Inspek to ra t D aerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku pad a  tanggal 1 Ja n u a r i  

2023.

Agar se tiap  orang  m engetahu inya, m em erin tahkan  

pengundangan  P e ra tu ran  B upati ini dengan  penem patannya  

dalam  B erita D aerah  K abupaten  K aranganyar.

D itetapkan  di K aranganyar 
p ad a  tanggal 26 D esem ber 2022 
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

D iundangkan  di K aranganyar 
p ad a  tanggal 26 D esem ber 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 107

S alinan  sesu a i dengan  aslinya 
PARIAT DAERAH 

vKARANG ANYAR 
ian  H ukum

JtERRISKA R. 
N I^ V 9 ?6 0 4 1 7  199903 2 007



Diterima 
Tanggal 
TTD 

NIP . 

Kepala Puskesmas . 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 
Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis yang Bersumber pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa Puskesmas 
. . . . . . . .. . . .. . .. . . . . melakukan Pelayanan Kesehatan Gratis sebanyak . 
pasien dengan total biaya sebesar Rp ( ) 
Terlampir kami sampaikan: 

a. rekapitulasi data pasien Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, yang 
meliputi: nama pasien, alamat, NIK, nomor Rekam Medik, tanggal periksa, 
dan diagnosis sebanyak 3 (tiga) rangkap. 

b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebanyak 3 (tiga) rangkap. 
c. kuitansi penerima Puskesmas ditandatangani oleh Bendahara Penerima 

mengetahui Kepala Puskesmas dan pejabat pengelola kegiatan sebanyak 3 
(tiga) rangkap. 
Seluruh klaim tersebut belum pernah diajukan pada program apapun dan 

belum dibayarkan oleh pasien/ keluarganya. 
Pembayaran klaim tersebut dapat dikirim ke nomor rekening Puskesmas: 

Nomor rekening . 
l\..~s 11am~ : . 
Nama bank, cabang & alamat : . 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan 
terima kasih. 

Kepada 
Yth. Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karanganyar 
Di 

Karanganyar 

: Permohonan Pembayaran 
K1aim Pasien 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

2023 Karanganyar, 

KOP SURAT PUSKESMAS 

A. Surat Permohonan Klaim Pasien 

BUPATI KARANGANY AR 
TAHUN 2022 

LAMPI RAN 
PERATURAN 
NOMOR 10'7 
TENT ANG 
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS YANG 
BERS UMBER PADA ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 107 TAHUN 2022 
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS YANG 
BERSUMBER PADA ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. S u ra t Perm ohonan Klaim Pasien

KOP SURAT PUSKESMAS

K aranganyar, 2023
Nomor :
Sifat :
L am piran :
Hal : Perm ohonan Pem bayaran  Kepada

Klaim Pasien Yth. Kepala D inas K esehatan
K abupaten  K aranganyar 
Di

K aranganyar

B erdasarkan  P e ra tu ran  B upati K abupaten  K aranganyar Nomor 
T ahun  2022 ten tan g  Pelayanan K esehatan  G ratis yang B ersum ber p ad a  A nggaran 
P en d ap atan  d an  B elanja D aerah , be rsam a  ini kam i sam paikan  bahw a P uskesm as
........................  m elakukan  Pelayanan K esehatan  G ratis sebanyak  ........................

p asien  dengan  to ta l b iaya sebesar R p............................(....... .................. )
Terlam pir kam i sam paikan :

a. rekap itu lasi d a ta  pasien  Pelayanan K esehatan  G ratis di Puskesm as, yang 
m eliputi: n a m a  pasien , a lam at, NIK, nom or Rekam  Medik, tanggal periksa, 
d an  d iagnosis sebanyak  3 (tiga) rangkap .

b. su ra t p e rn y a taan  tanggung jaw ab  m u tlak  sebanyak  3 (tiga) rangkap.
c. k u itan s i penerim a P uskesm as d itan d a tan g an i oleh B endahara  Penerim a 

m engetahu i Kepala P u skesm as d an  pe jabat pengelola keg iatan  sebanyak  3 
(tiga) rangkap.
S e lu ruh  klaim  te rseb u t belum  p e rn a h  d ia ju k an  p ad a  program  ap ap u n  dan  

belum  d ibayarkan  oleh p a s ie n / keluarganya.
Pem bayaran klaim  te rse b u t d a p a t dikirim  ke nom or rekening  Puskesm as:

Nomor rekening  : ........................
A tas n am a  : ........................
N am a bank , cabang  & a lam at : ........................

Dem ikian kam i sam paikan , a ta s  p e rh a tian  S a u d a ra  kam i m engucapkan  

terim a kasih .

Kepala P uskesm as

D iterim a
Tanggal
TTD

NIP



NIP . 

Mengetahui, 
Kepala Puskesmas . 

NIP . 

Penanggungjawab pelayanan, 

No Tanggal Nama NIK Alam at No Diagnosis Jenis Rawat jalan Biaya Keterangan 
periksa Pasien Rekam 

Medik 
Umum UKS UGD 

B. Rekapitulasi Pasien Pelayanan Kesehatan Gratis Di Puskesmas B. R ekapitu lasi Pasien Pelayanan K esehatan  G ratis Di P uskesm as

No Tanggal
periksa

Nama
Pasien

NIK Alamat No
Rekam
Medik

Diagnosis Jenis Rawat jalan Biaya Keterangan

Umum UKS UGD

Penanggungjaw ab pelayanan,

NIP.

M engetahui, 
Kepala P uskesm as

NIP.



NIP . 

..(tempat), .... (tanggal) 

Kepala Puskesmas . 

Demikian pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini kami buat dengan sebenar­ 

benamya. 

manapun; 

2. bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran klaim 

penggantian biaya pelayanan pasien rawat jalan Puskesmas; 

3. berkas/dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka pengajuan klaim 

penggantian biaya pelayanan pasien rawat jalan Puskesmas telah disusun 

dengan lengkap dan benar, disimpan oleh satuan kerja (satker), dan siap untuk 

diaudit sewaktu-waktu; dan 

4. apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan/audit dari Audit Aparat 

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/Inspektorat Jenderal dan 

dinyatakan terdapat kerugian daerah karena ketidaksesuaian jumlah klaim 

pelayanan pasien rawat jalan Puskesmas serta kelebihan/keterlanjuran 

pembayaran klaim, bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk 

menyetorkan kembali kerugian daerah tersebut ke kas daerah. 

Dalam rangka pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan pasien rawat jalan 

Puskesmas, dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab penuh atas hal-hal 

sebagai berikut: 

1. bahwa klaim pelayanan pasien rawat jalan Puskesmas yang disampaikan adalah 

benar clan pembiayaannya belum pernah di tagihkan/dibayarkan oleh pihak 

: Kepala Puskesmas . 

Nama 

NIP 

Jabatan 

Alamat Puskesmas 

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

KOP PUSKESMAS 

C. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak C. S u ra t P ernyataan  T anggung Jaw ab  M utlak

KOP PUSKESMAS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang b e rtan d a  tan g an  dibaw ah ini m enya takan  dengan  sesungguhnya  bahw a :

Nam a : ..........................................

NIP : ..........................................

J a b a ta n  : Kepala P u s k e s m a s ........................... .

A lam at P uskesm as : ......................................

D alam  ran g k a  pengajuan  klaim  penggan tian  b iaya pelayanan  pasien  raw at ja la n  

P uskesm as, dengan  ini m enya takan  d an  bertanggung jaw ab  p en u h  a ta s  ha l-hal 

sebagai berikut:

1. bahw a klaim  pelayanan  pasien  raw at ja la n  P u skesm as yang d isam paikan  ada lah  

b en ar d a n  pem biayaannya belum  p ern ah  di tag ihkan  /d ib ay a rk an  oleh p ihak  

m an ap u n ;

2. bertanggung  jaw ab  secara  form al d an  m ateria l a ta s  k eb en aran  klaim  

penggantian  b iaya pelayanan  pasien  raw at ja la n  Puskesm as;

3. b e rk a s /d o k u m en  yang d ip ersy ara tk an  dalam  ran g k a  pengajuan  klaim  

penggan tian  biaya pe layanan  pasien  raw at ja la n  P uskesm as te lah  d isu su n  

dengan  lengkap d an  benar, d isim pan  oleh sa tu a n  kerja  (satker), d an  siap  u n tu k  

d iaud it sew aktu-w aktu ; dan

4. apab ila  d ikem udian  h a ri b e rd asa rk an  p e m e rik sa a n /a u d it dari Audit A parat 

Pengaw asan In terna l Pem erin tah  (A PIP)/B PK /B PK P/Inspektorat Je n d era l d an  

d inya takan  te rd ap a t kerug ian  d aerah  k a ren a  k e tid ak sesu a ian  ju m la h  klaim  

pelayanan  pasien  raw at ja la n  P uskesm as se rta  k e le b ih an /k e te rlan ju ran  

pem bayaran  klaim , bersed ia  d a n  bertanggung  jaw ab  secara  m u tlak  u n tu k  

m enyetorkan  kem bali kerug ian  d aerah  te rseb u t ke k a s  daerah .

D em ikian p e rn y a taan  pertanggungjaw aban  m u tlak  ini kam i b u a t dengan  sebenar- 

benarnya.

..(tem pat), ....(tanggal)

Kepala P u s k e s m a s ...........

NIP,



JULIYATMONO 

ttd 

BUPATI KARANGANYAR, 

Mtny&I utUi · Menget&hui · Yanq membayari<an 
Pen!'.lr:iuna An!'.1!'.laran PPTK-OFD T elah dibayar Pembantu Bencehera 

Dinkes Kab. Karanf'.)anyar Pada fanggal PenAellaran Ke11iatan 
Bendahara Penqeuaran 

Na ma 

Mergetahui 
Kepaa Puskesmas 

Karanganyar, 
Bendahara Penerirna 

Jurneh Polonqen Rp 

Dibayarkan Rp 
Perircian potongan 
1 PPn Rp 
2 PPh 4(2) = Rp 
3 PPhZ2 Rp 
4 PPh23 = Rp 
5 Paiak Daerah = Ro 

Yaitu ui!uk perrbayaran 
Klai m Pel ayanan Kesehatan G"alis 
Puskesmas . 
pada t:'rlggal 

Juniah kotcr Rp 
Polonoan Rn Liang seiu nia, 

: Elendahara Pengeluaran Dras Kesehata1 
Kab l<ofanganyar TA 2023 

: Rp 

Sudah ten ma dari 

TANDABUKTI PENGELUARAN Bif'ang2 tersebut telah dibuklkan 
ke buku persed,aanllnven!aris 
oaca tann1'l!II 

l.erroar ke 
: 2023 
: 1.02.02.2.0226.5.1.06.01.01.0001 

T ahun Anggaran 
Kode Rekenina 

Pelayanan Kesehatan Gratis Kegiatan · 

D. Contoh Kuitansi Penerima Puskesmas 
PEMERINTAH KABUPATEN 

KARANGANYAR 

I • 

D. C ontoh K uitansi Penerim a P uskesm as

PEMERINTAH KABUPATEN 
K A R A N G A N Y A R

Kegiatan : Pelayanan KesehatanGraSs

Tahun Anggaran 

Kode Rekening
: 2023

: 1,02.02.2.02.26.5.1.06.01.01.0001 L e m b a r ke

TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang2 tersebut telah dibukukan

ke buku persediaan/inventans

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Dada lanaaal

Kab. Karanganyar TA, 2023 Jumlah kotor Rp

Uang sejumlah : Rp Potoraan Rp

Dibayarkan Rp
Perincian potongan

Yaitu untuk pembayaran i 1 PPn = Rp

Klaim Pelayanan Kesehatan Gratis 2 PPh4(2) = Rp

Puskesmas................... 3 PPh22 = Rp

pada tanggal.................. 4 PPh23 = Rp

6 Paiak Daerah = Rp
Jumlah Potongan Rp

Karanganyar, . ......

Bendahara Penerima

Mengetahui: 

Kepala Puskesmas

N a m a

u iu i: M eng e ta h u i: Yang m em bayarkan

Pengguna Anggaran 

Dinkes Kab. Karanganyar

P P T K -O F D Telah dibayar :

Pada tanggal :

Bendahara Pengeluaran

P em bantu Bendahara 

Pengeluaran Kegiatan

BUPATI KARANGANYAR, 

ttd

JULIYATMONO


